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PEMERINTAH KABUPATEN POSO 
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO 
NOMOR 10  TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KABUPATEN POSO TAHUN 2005 – 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI POSO, 

 
Menimbang : a. bahwa Kabupaten Poso memerlukan perencanaan 

pembangunan jangka panjang sebagai landasan, arah 
dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang 
akan dilakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan,untuk mewujudkan masyarakat yang 
aman, damai, sejahtera, maju, berdaya saing, adil dan 
makmur; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal  13 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan 
penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dengan Peraturan Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005 - 
2025; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959  tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822 ); 

   3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
   4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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   5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 
   6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

   7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

   8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 
Nomor 8); 

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1); 

10.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO 
dan 

BUPATI POSO 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN 

POSO TAHUN 2005 - 2025. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan  Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Poso. 
2. Bupati adalah Bupati Poso. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya 
yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, 

kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun 
peningkatan indeks pembangunan manusia. 
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6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses 

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan 
berbagai unsure pemangku kepentingan didalamnya, 

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang 
ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social 
dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka 

waktu tertentu. 
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Poso Tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Kabupaten Poso untuk periode 20 (dua 

puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2025. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Poso Tahun 2010 – 2015 yang selanjutnya 
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan 

Kabupaten Poso untuk periode 5 (lima) tahunan yang 
merupakan visi, misi dan program Bupati Poso dengan 
berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMD 

Provinsi Sulawesi Tengah. 
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang 

selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Poso untuk periode 1 
(satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk 

menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Poso; 

 

BAB  II 
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Pasal  2 
 

Program Pembangunan Daerah Periode 2005 – 2025 
dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan merupakan satu 
kesatuan dengan sistem perencanaan Provinsi Sulawesi 

Tengah dan Nasional. 
 

Pasal 3 
 
RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025 dan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang memuat visi, 

misi dan arah pembangunan daerah. 
 

Pasal 4 
 
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan 

dan untuk menghindarkan kekosongan rencana 
pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat 

pada tahun terakhir jabatannya, diwajibkan menyusun 
RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Bupati 
berikutnya. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sevagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Poso tahun pertama 

periode jabatan Bupati berikutnya. 
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Pasal 5 
 

(1) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD 
yang memuat visi, misi dan program Bupati. 

(2) Periodesasi pembangunan jangka panjang daerah 
Kabupaten Poso dibagi dalam tahapan pembangunan 
jangka menengah dengan tahun perencanaan yang 

disesuaikan dengan masa jabatan Bupati. 
 
 

BAB III 
TATA URUT RPJPD 

 
Pasal 6 

 

Tata Urut RPJPD adalah sebagai berikut : 
a. BAB I : PENDAHULUAN 

b. BAB II : KONDISI UMUM DAERAH 
c. BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 
d. BAB IV : VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN 

e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 
f. BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN 
g. BAB VII : PENUTUP 

 
Pasal 7 

 
Isi dan uraian RPJPD tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 
 
 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 8 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD. 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 9 
 
(1) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada masih tetap 

berlaku sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah 
ini. 

(2) RPJMD yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib 
disesuaikan dengan RPJPD yang telah disesuaikan 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional, paling lambat 1 (satu) tahun. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 10 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso. 

 
     Ditetapkan di Poso 
     pada tanggal 5 Oktober 2012 

 
         BUPATI POSO, 

 
       ttd 
 

      PIET INKIRIWANG 
 
Diundangkan di Poso 

pada tanggal 5 Oktober 2012  
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO 
 

 
 
SINSIGUS SONGGO 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 NOMOR 10 

 

 
 


